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MOTTO: 
 
§ “Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu 

terdapat kemudahan dan kelapangan”  (QS. Al-Insyirah:5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

dalam kesendirian serta berkeinginan untuk bersosialisasi dan 

berinteraksi dengan sesama. Karakter ini terbentuk sejak lahir.1 

Dalam mempertahankan kehidupan bersosial, maka manusia 

mengembangkan sarana interaksi yang memudahkan baginya tanpa 

harus mengenal batasan dan terpenuhinya segala aktivitas serta 

kebutuhan manusia dalam berkomunikasi, yaitu sarana teknologi 

berbasis internet.2 hal ini sejalan dengan perkembangan saat ini.  

Pemanfaatan dan penggunaaan teknologi perlu diperhatikan 

secara cermat, bahwa secanggih apapun perkembangan saat ini 

harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip dalam kehidupan berupa 

kepentingan umum, ketentuan perundang-undangan, hak asasi 

manusia terhadap oranglain, agama, kesusilaan dan kesopanan.3 

Kemajuan teknologi menyebabkan dalam kehidupan bermasyarakat 

mengalami perubahan dalam berbagai bidang yang akan 

 
1 Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: 

Prenadamedia Group (Divisi Kencana),2018,hal 14. 
2 Ibid, hal 15. 
3 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam 

Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commorce Di Indonesia, Bandung:Nusa Media, 2019, 
hal 5. 
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melahirkan perbuatan hukum apabila tidak diimbangi dengan aturan 

dan kesadaran diri.4 

Hukum merupakan suatu aspek yang melekat dalam diri 

karena Indonesia ini menganut negara hukum yang memiiliki prinsip 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan 

asas kebenaran dan keadilan.5 Seorang notaris tentu salah satu 

pengguna media elektonik karena berperan sangat penting untuk 

menjalin relasi pekerjaan serta mengaskses seluruh informasi 

melalui perangkat elektronik.6 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

Undang lainnya. Semua aktifitas yang dilakukan oleh seorang pejabat 

umum diwajibkan untuk berpedoman dengan peraturan-peraturan, 

hal ini bertujuan agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh 

seorang notaris sebagai pejabat umum. Peraturan mengenai 

kewajiban, larangan dan pengecualian notaris diatur dalam kode etik 

notaris.  

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk 

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkenaan 

 
4 Ibid,hal 2. 
5Sjaifurrachman, Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam 

Pembuatan Akta, Jakarta:Mandar Maju, 2011,hlm.5. 
6 Ibid, hal 3. 
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dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sah 

apabila ada perbuatan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.7 Pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 

Tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie,(Selanjutnya disingkat 

KUHPerdata),berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau 

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, 

ditempat dimana akta itu dibuat”.  

Notaris mempunyai wewenang yang diatur pada Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN). 

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepnetingan untuk dinyatakanndalam akta 

 
7 N.G.Yudaea, “Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar 

Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)”, 
Renvoi nomor 10.34.III,2006,hlm.72. 
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autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberika grosse, Salinan dan kutipan akta, 
semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 
lain yang ditetapka oleh Undang-Undang.” 
 
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

notaris berwenang pula: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 
tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus. 

b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam 
buku khusus. 

c. Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa Salinan yang 
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 
surat yang bersangkutan. 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 
aslinya. 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan akta. 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 
g. Membuat akta risalah lelang. 
 

Notaris melaksanakan profesinya harus berpedoman unsur-

unsur sebagai berikut:8 

1. Berintegritas tinggi. 

2. Jujur  

3. Menjalankan sesuai kewenangannya. 

4. Tidak semata-mata pertimbangan uang. 

5. Menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

 
Selain dari kewenangan seorang notaris sebagai pejabat 

umum, Adapun kewajiban yang harus di patuhi yang diatur pada 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas 

 
8 Abintoro Prakoso, Etika Profesi Hukum, Surabaya: Laksbang Justitia, 

2015,hlm.138. 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN). Sebagai seorang notaris 

diwajibkan untuk merahasiakan segela sesuatu yang ada didalam 

akta yang dibuatnya termasuk juga segala keterangan yang 

diperoleh untuk kebutuhan pembuatan akta.  

Banyaknya memangku sebuah wewenang maka beratnya 

tanggungjawab bagi seorang notaris dan mempunyai peran yang 

sangat penting dalam halnya hubungan hukum sehingga diharuskan 

seorang notaris untuk professional, jujur, berintergritas tinggi, adil, 

dan menjunjung tinggi kaidah moral. Beretika merupakan cara untuk 

bertingkah laku dan bersikap dalam tatanan hidup.9 Notaris dalam 

menjalankan tugas wewenangnya memiliki etika dalam berprofesi 

yang memiliki makna peraturan yang diperuntukan bagi semua 

anggota organisasi perkumpulan.10  Etika profesi notaris diatur pada 

 
9 Silvanus, Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk 

Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.11,2021, hal 
2035. 

10 Silvanus, Op.Cit, hal 2035. 
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Pasal 3 kode etik notaris yang menyebutkan notaris harus memiliki 

moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghargai dan 

menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, serta 

kewajiban lainnya yang diatur dalam aturan kode etik tersebut. 

Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh 

perkumpulan ikatan notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut 

“perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan 

dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang-

undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta 

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua 

orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk 

didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada 

saat menjalankan jabatan.11  Dalam melaksanakan tugasnya notaris 

harus berpedoman kepada kode etik notaris yang wajib diketahui 

dan dipahami oleh notaris. Seorang notaris merupakan panutan 

masyarakat yang akan di contoh, oleh karenanya sikap dan tingkah 

lakunya harus  berwibawa yang diatur dalam kode etik notaris 

sebagai landasan dasar yang ditetapkan oleh kongres INI di Banten 

pada tanggal 20-30 mei 2015 yang memuat kewajiban, larangan dan 

pengecualian notaris.  

 
11 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 

Banten, 29-30 Mei 2015. 
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Sebelum menjalankan sebagai profesi notaris notaris harus 

melakukan sumpah jabatan untuk mewujudkan sifat yang jujur dan 

adil. Pengucapan dilakukan dihadapan Menteri dan pejabat sesuai 

ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN), yang isi 

sumpahnya bahwa notaris berjanji: 

1. Akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Jabatan Notaris serta 
peraturan perundang-Undangan. 

2. Akan menjalankan jabatab dengan amanah, jujur, saksama, 
mandiri, dan tidak berpihak. 

3. Akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan 
kewajiban sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan 
tanggungjawab sebagai notaris. 

4. Akan merahasikan isi akta dan keterangan yang diperoleh 
dalam pelaksanaan jabatan. 

5. Janji bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau 
dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau 
menjanjikan sesuatu kepada siapa pun. 

 
Dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris sebagai 

pejabat umum tidak menutup kemungkinan untuk melakukan 
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pelanggaran.12 Pelanggaran ini pun harus cepat di cegah karena 

berdampak negatif bagi seorang pejabat umum. Seseorang pejabat 

umum sebelum diangkat sebagai notaris, harus melakukan 

sumpah/janji jabatannya dan memahami aturan hukum yang 

berkaitan dengan tugas yang dijalankannya. Pelanggaran adalah 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan 

yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi, 

orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang 

bertentangan dengan ketentuan kode etik.  

Pengawasan bagi notaris sangatlah di perlukan demi untuk 

meminimalisir suatu pelanggaran yang dapat dilakukan oleh notaris 

kapan saja.13 Oleh karena itu maka pengawasan notaris pada tingkat 

nasional dilakukan oleh dewan kehormatan pusat, tingkat provinsi 

dilakukan oleh dewan kehormatan wilayah dan pada tingkat 

kabupaten/kota dilakukan oleh dewan kehormatan daerah. Hal ini 

berlandaskan pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

 
12 Silvanus, Op.Cit, hal 2036. 
13 ibid. 
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Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya 

disingkat UUJN). 

Adapun larangan bagi notaris yang diatur dalam peraturan 

kode etik notaris Pasal 4, yang menyebutkan bahwa:  

Notaris maupun oranglain (selama yang bersangkutan 
menjalankan jabatan notaris) dilarang: 
1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang 

maupun kantor perwakilan. 
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi 

“Notaris/kantor Notaris” diluar lingkungan kantor. 
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun 

secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan 
jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau 
elektronik, dalam bentuk: 
a. Iklan. 
b. Ucapan selamat. 
c. Ucapan belasungkawa. 
d. Ucapan terimakasih. 
e. Ucapan pemasaran. 
f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, 

maupun olahraga. 
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada 

hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau 
mendapatkan klien. 

5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah 
dipersiapkan oleh pihak lain. 

6. Mengirimkankan minuta akta kepada klien untuk ditandatangi. 
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang 

berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu 
ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun 
melalui media perantara. 

8.  Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan 
dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau 
melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien 
tersebut tetap membuat akta padanya. 
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9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak 
langsung yang menjurus kea rah timbulya persaingan yang 
tidak sehat dengan sesama  rekan notaris. 

10. Menetapkan honorarium yang harus dibayarkan oleh klien 
dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah di 
tetapkan perkumpulan. 

11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus 
karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu 
dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima 
pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain. 

12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau 
akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris 
menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh 
rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-
kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, mka 
notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat 
yang bersangkutam atas kesalahan yang dibuatnya dengan 
cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk 
mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap 
klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. 

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran 
terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik 
dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun 
tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media 
sosial. 

14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat 
eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu 
instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi 
notaris lain untuk berpartisipasi. 

15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundung-undangan yang berlaku. 

16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya 
ditentukan oleh dewan kehormatan. 

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan 
pekerjaan/pembuatan akta.  

 
INI (Ikatan Notaris Indonesia) merupakan perkumpulan atau 

organisasi bagi para noatris yang membuat lembaga pengawas bagi 

notaris dalam berkerja dengan menganut etika moral yang baik dan 

terhidarnya dari penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian 

atau kekacauan hukum. Lembaga pegawas disebut dengan dewan 
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kehormatan notaris. Tugasnya sendiri yaitu untuk pembinaan, 

bimbingan, pengawasan, memeriksa serta pengambilan keputusan 

atas kode etik yang dilakukan oleh notaris atas dugaan pelanggaran 

atau tidak.14 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan 

kebutuhan perkenomian yang semakin besar, membuat dampak 

negatif bagi etika dan moral seseorang.15 Hal ini disebabkan 

kebutuhan yang semakin banyak, namun pendapatan yang tidak 

seimbang. Pendidikan yang semakin berkembang, menumbuhkan 

banyak generasi yang cerdas setiap tahunnya dan menjadi 

persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Begitu juga sepertinya 

profesi notaris. Banyaknya notaris baru yang menjadi daya saing bagi 

notaris yang lama, mulai dari aspek pengetahuan, kecanggihan 

teknologi serta sosialisasi yang tinggi.  

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara,gambar, peta, rancangan,foto, electronic data interchange 

(ED4, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, 

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami 

 
14 Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap 

Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, Jurnal Akta,Vol.4,  
No.4, 2017 hal.585-590 

15 Abdul Halim Barkatullah,Op.Cit, hal 2. 
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oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi elekteronik ini 

diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang–Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), 

(Selanjutnya disingkat UU ITE), merupakan Undang-Undang yang 

mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik secara umum 

dan luas jangkauannya. 

Notaris yang berdampak akan itu, akan berpikir keras untuk 

mencari cela agar tidak ketinggalan dengan notaris lainnya. Dampak 

teknologi yang semakin digemari oleh kalangan masyarakat, 

menjadi sebuah ide untuk bersosialisasi secara luas dengan 

mempromisikan diri melalui media elektronik yaitu media sosial. 

Media sosial merupakan tempat untuk bersosialisasi dengan 

menggunakan media elektronik jaringan internet. Semua orang 

dapat mengakses dengan jaringan internet tentang apa yang 

butuhkan. Hal ini yang menjadi peluang bisnis untuk menghindari 

ketinggalan dari daya saing, sebagai contoh media soaial 
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“Instagram”. Media ini dapat dijadikan media promosi untuk notaris 

dengan cara mencantumkan identitas nya serta kedudukan notaris 

tersebut.  

Fandy Tjiptono menyatakan Promosi merupakan komunikasi 

yang digunakan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi/ 

membujuk, dan mengingatkan kepada khalayak publik.16  

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 kode etik notaris, notaris 

maupun oranglain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan) 

dilarang: 

Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun 
secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan 
jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau 
elektronik, dalam bentuk: 
a. Iklan. 
b. Ucapan selamat. 
c. Ucapan belasungkawa. 
d. Ucapan terimakasih. 
e. Ucapan pemasaran. 
f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, 

maupun olahraga. 
 
 Perbuatan ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi 

seorang notaris.17 Dampak positifnya adalah memperoleh banyak 

relasi yang akan membuat akta dan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik hal ini menjadi penting bagi profesi 

hukum dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai publik 

guna menyebarkanluaskan informasi hukum untuk memecahkan 

 
16 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Edisi Ke-III),Yogyakarta: ANDI, 2008, hal 

222 
17 Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit, hal 4. 
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suatu persoalan hukum. Namun adapun dampak negatifnya adalah 

melanggar kode etik notaris. Disatu sisi seorang pejabat umum 

mengerti akan aturan, namun terkadang lupa akan kebutuhan. 

Peraturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi salah 

satu peran penting untuk terciptanya hal-hal positif.18 

Salah satu contoh bentuk pelanggaran kode etik notaris yang 

dilakukan oleh Notaris Kota Palembang. Pelanggaran 

mempromosikan diri melalui Instagram dalam praktik yang 

dilakukannya dengan mencantumkan identitas diri sebagai notaris 

dan kedudukan wilayahnya sebagai notaris, serta memberikan 

layanan informasi melalui alamat email dan nomor telepon yang 

dapat dihubungi. Perbuatan ini dicantumkan dalam bio “Instagram”. 

Akibat perbuatannya yang dibuat secara sengaja ataupun tidak 

sengaja, mengakibatkan pelanggaran kode etik notaris oleh notaris 

kota Palembang. Berdasarkan wawancara kepada notaris kota 

Palembang juga mengatakan bahwa banyaknya pelanggaran kode 

etik mengenai promosi diri secara tidak langsung melalui media 

elektronik, namun hingga saat ini belum adanya kepastian yang tegas 

dalam menanggapi persoalan ini.19 

 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis akan 

melakukan penelitian tesis mengenai “Pelanggaran Kode Etik 

Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik Oleh Notaris” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dirumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang 

Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media 

Elektronik? 

2. Bagaimanakah Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan 

Kehormatan Daerah (DKD) Terhadap Notaris Atas Pelanggaran 

Kode Etik Mempromosikan diri Melalui media elektronik? 

3. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran 

Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mempunyai tujuan 

utama dalam hal untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran 

kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media 

elektronik. Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Kode Etik 

Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan 

Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Fungsi 

Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Terhadap 

Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik  Mempromosikan diri 

Melalui media elektronik. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Sanksi Bagi 

Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri 

Melalui Media Elektronik. 

 
2. Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan thesis ini dapat mempersembahkan suatu 

kemanfaatan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

mempersembahkan ilmu pemahaman khususnya mengenai 

Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Kehormatan Daerah 

(DKD) dan Penerapan sanksi Terhadap Notaris Atas 

Pelanggaran Kode Etik  Mempromosikan diri Melalui media 

elektronik  

b. Secara praktis  
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Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi dasar pedoman pembelajaran dan tambahan 

wawasan bagi peneliti atas aturan yang akan digunakan oleh 

notaris dalam melaksanakan kerja berdasarkan aturan kode 

etik yang benar. 

 
D. Kerangka Konseptual 

Menurut Kerlinger teori merupakan konsep yang memaparkan 

suatu peristiwa social dengan cara menyatukan berbagai konsep dan 

kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk dijadikan objek 

penelitian.20 Kerangka konseptual adalah kerangka yang dibuat 

dengan berlandasan dengan teori-teori untuk mendapatkan 

penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.21 

1. Grand Theory 

Teori Kepastian Hukum, Kepastian merupakan ketentuan 

atau keadaan yang telah pasti. Kepastian hukum merupakan 

hukum yang telah diketetapkan oleh Undang-Undang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum ialah pernyataan 

normative bukan sosiologis.22 

 
20 Kerlinger, Aspek-Aspek Penelitian Behavioral, Yogyakarta:Gajah Mada 

Universaql Press, 1990, hal 68. 
21 I Made Pasek Diantha, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi 

Teori Hukum, Jakarta:Prenada Media Group, 2017, hal 186. 
22 Domikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016, Hal 59.  
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Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan norma yang 

menekankan keharusan. Undang-Undang merupakan aturan 

hukum yang merupakan sebagai acuan atau pedoman bagi 

masyarakat bertingkah laku sesuai kaidah hukum yang telah 

ditetapkan dan pelaksanaan hukum tersebut menimbulkan 

kepastian hukum.23 Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, 

dibagi menjadi beberapa definisi, sebagai berikut:24 

1. Undang-Undang merupakan aturan yang jelas, konsisten 

dan mudah dijangkau dan telah di tetapkan atau disahkan. 

2. Setiap instansi telah menjadikan aturan menjadi bagian 

yang harus di taati secara konsisten. 

3. Masyarakat telah menerapkan terhadap aturan 

dikehidupan sehari-hari untuk membatasi perilaku yang 

menyimpang. 

4. Hakim-hakim di peradilan menerpakan aturan-aturan 

tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa 

hukum. 

5. Keputusan pengadilan konkrit dapat terlaksana. 

 Kepastian Hukum merupakan salah satu upaya peraturan 

perundangan untuk menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai 

peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta: Kencana, 2008,hal 

158. 
24 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:PT. Sinar Grafika,2011, hal 58. 
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kewajiban yang harus ditegakkan untuk menumbuhkan rasa adil 

terhadap individu-individu lainnya. Dalam hal konteks 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, artinya notaris 

memberikan pelayanan berdasarkan kewenangan yang 

dimilikinya sebagai pejabat umum. Notaris mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dibidang 

keperdataan karena notaris berkedudukan sebagai pejabat 

publik yang berwenang untuk membuat akta autentik.25 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang lainnya. Notaris 

memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat atas akta autentik yang dibuat oleh notaris.26 Dalam 

melaksanakan wewenangnya, notaris juga memiliki aturan hukum 

atau batasan yang harus dipatuhi yang disebut kode etik notaris. 

Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh 

perkumpulan ikatan notaris Indonesia yang selanjutnya akan 

disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres 

perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu 

dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua 

 
25 Ibid, hal 14. 
26 Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal.27. 
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anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas 

jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat 

sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan 

jabatan. 

Larangan yang tercantum dalam kode etik notaris telah 

jelas disebutkan dalam pasal 4, dimana seorang notaris tidak 

diperbolehkan mempromosikan diri kecuali sesuai ketentuan 

yang ada dalam aturan. Lembaga majelis pegawas notaris dituntut 

untuk disiplin terhadap penegakkan profesi notaris dalam 

terjadinya pelanggaran hukum.27 Penindaklanjutan pelanggaran 

kode etik oleh notaris mempromosikan diri sebagai melalui 

media soaial perlu diteliti dengan cermat dan tekun agar menjadi 

jelas kepastian hukumnya.28  

Teori Keadilan, keadilan menurut kamus Bahasa Indonesia 

(KKBI) adalah perlakuan, perbuatan yang adil atau tidak berat 

sebelah dan memihak kepada kebenaran. Menurut Aristoteles, 

keadilan adalah ketaatan kepada hukum yang menjadi utama.29 

Hukum digunakan sebagai pegangan dalam menentukan 

keadilan yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan. 

 
27 Chandra Yusuf, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika 

Rangka Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, Adil:Jurnal Hukum, Vol.12 
No.2.2021, hal 24. 

28 Chandra Yusuf,Op.Cit, hal 24. 
29 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung:Nuansa 

dan Nusamedia,2004, hal 24. 
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Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah dapat dikatakan adil 

apabila suatu tindakan berdasarkan dengan perjanjian yang telah 

disepakati Bersama.30 Perjanjian digunakan sebagai aturan yang 

harus ditaati, tentunya isi dari perjanjiannya harus seimbang atau 

tidak berat sebelah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 

membuatnya agar terciptanya keadilan. Menurut Hans Kelsen, 

keadilan adalah ketertiban dalam bersosial untuk terciptanya 

perdamaian, toleransi dan demokrasi. Menurut Plato, keadilan 

merupakan karakteristik yang ada secara alamiah dalam individu 

masing-masing, pengendalian etikanya, dan menjalankan 

kodratnya sebagai individu dengan caranya secara utuh.31 Dapat 

disimpulkan dari beberapa para ahli pengertian keadilan adalah 

tindakan atau perlakuan yang seimbang, perjanjian yang isinya 

setara hak dan kewajibannya dan ketaatan dalam hukum sesuai 

peraturan, serta menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. 

Dalam teori keadilan ini bertujuan dari terbentuknya hukum 

karena manusia yang melaksanakan hukum merupakan suatu 

proses dan dari proses inilah keadilan akan tercapai.32 Keadilan 

hukum salah satu alternatif upaya untuk keseimbangan dan 

 
30 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Cet.2, 

Jakarta: Kencana,2017, hal 217. 
31 Arman Saudi, Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan 

Etika cet-1,Jakarta: Prenadamedia,2019, hal 131-132. 
32 Fokky Fuad Wasitaatmadja, Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum, Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2015, hal 47. 
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kesetaraan hukum yang ada Indonesia untuk kesejahteraan 

rakyat. Rasa keadilan dapat berbeda versi sesuai dengan 

individunya dan kapasitas masing-masing isu permasalahan serta 

berdasarkan faktor tempat dan waktu keadilan hukum itu 

dilaksanakan.33  

Pelanggaran mempromosikan diri melalui media 

elektronik oleh notaris dapat diberikan sanksi berdasarkan 

perubahan kode etik kongres ikatan notaris Indonesia, Banten 29-

30 mei 2015, yang dimana yang dewan kehormatan daerah yang 

melakukan pengawasan atas pelanggaran yang lakukan oleh 

notaris diluar jabatannya. Penerapan teori keadilan dalam 

memberikan sanksi yang tegas dan tepat sangat diperlukan agar 

mencapai keseimbangan atau tidak berat sebelah antara notaris 

lainnya yang melakukan pelanggaran kode etik.  

 
2. Middle Theory 

Teori Jabatan, Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, 

jabatan merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab 

pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan pangkat 

dan kedudukan.34 Menurut Logeman, jabatan adalah lingkungan 

kerja awet dan digaris batasi, dan yang disediakan untuk 

 
33 E. Fernando Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas, 

2007,hal 100. 
34 Poerwasunata, E,J,S, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003,hal 69. 
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ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan 

untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.35 Menurut Utrecht, 

pejabat adalah seseorang yang mewakili suatu jabatan, yakni 

menjalankan suatu lingkungan pekerjaan tetapn guna 

kepentingan suatu negara.36 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat 

umum tidak hanya kepada notaris saja, namun diberikan kepada 

pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat lelang.37 

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan diberikan 

wewenang dalam membuat akta, jika ia diangkat dan 

diberhentikan oleh negara dan diberi wewenang berdasarkan 

Undang-Undang untuk melayani masyarakat dalam bidang 

tertentu.38 Seseorang memiliki jabatan artinya mempunyai 

kewenangan dan atau kekuasaan, kekuasaan itu berbentuk 

hubungan antara satu pihak yang memerintah dan pihak yang di 

perintah (the rule and the ruled).39 Pembentukan jabatan umum 

harua didasarkan pada Undang-Undang, hal ini berkaitan dengan 

 
35 Makkatutu, Tentang Teori suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Ikhtiar 

Baru-Van Hoeven,1975, hal 124. 
36 Utrecht, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: NV Bali Buku 

Indonesia, 1957,hal 144. 
37 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia,Jawa Timur: 

Zifatama Publisher,2014, hal 20. 
38 Ibid, hal 21. 
39Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,1998, hal 24. 
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karakter hukum suatu akta yang dibuat pejabat umum yaitu 

notaris sebagai alat bukti autentik karena adanya kepercayaan 

umum (Publica Fides) yang dimana pengangakatan seorang 

notaris dilakukan oleh kepala negara.40  

Jabatan notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, 

individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan 

memerlukan moral yang kuat karena sedikitnya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, dalam 

pelaksanaanya rentan sekali mengalami pelanggaran yang salah 

satunya mempromosikan diri melalui media elektronik yaitu 

“Instagram”.41 Dalam praktiknya dilakukan secara sengaja atau 

tidak sengaja, karena media soaial merupakan bentuk perantara 

yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan atau 

pendapat, memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang 

dapat dikemukan kepada semua khlayak yang dapat diakses 

melalui media elektronik dengan mudah dan cepat.42 Dari aspek 

ketidaksengajaan bahwa setiap orang akan mengikuti 

perkembangan zaman yang edentiknya menggunakan teknologi 

sebagai sarana untuk melihat dunia yang luas tanpa jangkauan, 

lalu dari aspek sengaja bahwa notaris berkeinginan untuk 

 
40 Ghansham Anand, Op.Cit, hal 21 
41 Chandra Yusuf,Op,Cit, hal 24. 
42 Nurudin, Chano Paramita, Cindy Fernanda, Kebebasan Media Mengancam 

Literasi Politik, Universitas Muhammadiyah Malang: PT: Cita Intrans Selaras,2020, hal 
51. 



 

 

25 

menunjukkan identitasnya serta tempat kedudukannya sebagai 

notaris agar khalayak publik mengetahui bahwa orang tersebut 

memiliki jabatan yaitu sebagai notaris.43 

Teori Etika. Menurut para ahli prakoso, etika adalah nilai-

nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi 

sesorang/suatu kelompok masyarakat dalam mengatur 

perilakunya.44 Salam mengatakan bahwa etika adalah cabang 

filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang 

menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.45 Abdulkadir 

Muhammad berpendapat, etika dapat diartikan sebagai 

kumpulan asas atau nilai moral, fislsafat moral dan yang 

terpenting sebagai nilai-nilai dan norma moral yang menjadi 

pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur 

perilakunya.46 Etika sebagai solusi untuk mengambil sikap dalam 

bertindak secara tepat dalam kehidupan. Teori etika memiliki 

kegunaan, antara lain:47 

1) Memahami dilema moral. 

2) Meneguhkan kewajiban dan ideal profesi. 

3) Menghubungkan moralitas umum dan moralitas profesi. 

 
43 Nurudin, Chano Paramita, Cindy Fernanda, Op.Cit, hal 61. 
44Harbani Pasolong, Etika Profesi Cet.4, Yogyakarta: PT. Nas Media 

Indonesia,2021,hal 3. 
45 Ibid. 
46 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum,Bandung:Citra Aditya Bakti, 

2020, hal 25. 
47 Ibid, hal 22. 
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Etika dalam jabatan notaris terdiri dari 3 macam yaitu:48 

1) Notaris dalam menjalankan jabatannya menyadari kewajiban, 

kemandirian, jujur, netral dan tanggungjawab. 

2) Notaris hanya menggunakan satu kantor yang ditetapkan 

berdasarkan Undang-undang dan tidak mengadakan kantor 

cabang dan tanpa perantara. 

3) Notaris dalam melakukan tugasnya tidak menggunakan media 

elektronik yang bersifat promosi. 

Menyadari pentingnya peranan etika dalam sebuat jabatan, 

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu 

menjalankan tugas secara jujur dan komitmen.49 Kode etik 

merupakan etika terapan yang hasil penerapan pemikiran etis 

atas wilayah tertentu.50 Kode etik ini memperjelas dan 

mempertegas norma-norma yang tersirat dalam etika jabatan. 51 

 
3. Applied Theory 

Teori Tanggungjawab, Tanggungjawab adalah suatu akibat 

atas konsekuensi kebebasan seseorang terhadap perbuatan yang 

dilakukan berkaitan dengan etika moral.52 Menurut Hans Kelsen, 

 
48 C.S.T Kansil, Christine S T.K kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,2003, 

Jakarta:Pradnya Paramita, hal 97. 
49 Harbani Pasolong,Op.Cit, hal 14. 
50 Ibid, hal 15. 
51 Ibid, hal 16. 
52 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka cipta, 2010, 

hal 16. 
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seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan 

tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek 

berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan.53 Selanjutnya menurut Hans 

Kelsen, tanggungjawab terbagi menjadi 4 (empat) bagian yang 

terdiri dari:54 

a. Pertanggungjawaban individu yaitu, seorang 

bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan. 

b. Pertanggungjawaban Kolektif yaitu, seorang 

bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran yang 

dilakukan oleh oranglain. 

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu 

seorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang 

dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian. 

d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu pelanggaran yang 

dilakukan tidak sengaja, namun seorang individu harus 

tetap bertanggungjawab.  

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diartikan bahwa 

pertanggunjawaban adalah sikap atau tindakan untuk memopang 

 
53 Otje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpul, dan 

Membuka Kembali, Jakarta: Refika Aditama Press,2004, hal 21. 
54 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa dan Nusa Media,2006, hal 

140. 
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tanggungjawab terhadap seluruh perbuatan pelanggaran yang 

dilakukan dengan segala resiko yang akan ditimbulkan.55  

 Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam 

membuat akta autentik, mempunyai tanggungjawab yang besar 

akan akta yang dibuatnya. Akta autentik merupakan akta sebagai 

salah satu alat bukti yang sah. Sehingga isi dari akta tersebut harus 

dapat dipertanggungjawab. Apabila notaris lalai atau ada keliruan 

dalam pembuatan akta maka akta tersebut harus di 

pertanggungjawabkan karena tidak ada kepastian hukum 

didalamnya. 

 Kode etik notaris sebagai penunjang dari Undang-Undang 

Jabatan Notaris dalam menjaga nama baik jabatan notrais yang 

berfungsi sebagai pendoman atau panduan dalam melaksanakan 

tugas jabatannya.56 Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh 

majelis pengawas notaris yang diatur pada Psal 37 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

 
55 Darus, M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat  dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, 

Yogyakarta: UII Press, 2017, hal 47. 
56 Chandra Yusuf,Op.Cit, hal 34. 
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Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN), yang bertujuan 

untuk menjaga agar profesi Notaris dalam menjalankan 

profesinya tidak mengabaikan martabat jabatannya, tidak 

melakukan pelanggaran kode etik notaris, tidak melanggar 

sumpah jabatan.57 

 Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik 

dalam mempromosikan diri melaui media elektronik sebelum 

penjatuhan hukum pemberhentian sementara, notaris diberikan 

kesempatan utuk membela diri di hadapan majelis pengawas 

secara berjenjang mulai dari DKD, DKW,dan terakhir DKP.58 Hal 

ini merupakan bentuk dari tanggungjawab notaris atas 

pelanggaran kode etik yang dilakukan. 

 Teori penerapan hukum, menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia (KKBI) penerapan adalah suatu proses, cara, 

menuangkan, pelaksanaan dalam praktik. Menurut ahli Lili Rasjidi 

dan Wyasa Putra, penerapan hukum adalah proses dari 

pembentukan hukum yang meliputi saran dan prosedur dalam 

menjalankan hukum.59 Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, 

penerapan hukum adalah sebagai alat dan sarana untuk 

 
57 Ibid. 
58 Ibid, hal 40. 
59 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafikasi, 2018, hal 222. 
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mewujudkan keadilan dan sebagai penggerak pembangunan 

agar terlaksananya sebuah fungsi hukum.60 Jika membahas 

mengenai penerapan hukum, artinya bagaimana hukum itu akan 

berjalan sebagaimana mestinya. Implementasi terhadap 

peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penerapan 

hukum, untuk mempraktikkan hukum itu harus melibatkan 

manusia yang memiliki etika moral yang baik dan adanya sifat 

profesionalisme.  

Sebagai individu yang paham hukum, setiap tindakan akan 

menyebabkan akibat hukum. Didalam organisasi atau 

perkumpulan bahkan dalam sebuah Lembaga akan ada seorang 

yang berwenang atau bertugas dalam melakukan pengawasan. 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah perkumpulan/organisasi 

bagi para notaris yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu 

bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan 

tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Pengawasan 

atas pelaksanaan kode etik notaris dilakukan oleh dewan 

kehormatan daerah pada tingkat kabupaten/kota.  

Jika dikaitkan dengan fungsi dari dewan kehormatan 

daerah (DKD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris 

melakukan pelanggaran mempromosikan diri melalui media 

 
60 Sajtipjo Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, 

Bandung: Sinar Baru, 2009, hal 16. 
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elektronik, apabila peraturan mengenai larangan kode etik 

notaris dilaksanakan atau diimplematasi oleh notaris, maka 

penerapan hukum berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan 

Undang-Undang dan peraturan perubahan kode etik notaris 

kongres luar biasa ikatan notaris Indonesia banten, 29-30 mei. 

Namun, pelanggaran mengenai promosi diri tentu masih ada 

terjadi, oleh karena itu penerapan hukum dilaksanakan oleh DKD 

sebagai pengawas yang telah ditunjuk oleh INI. Menuangkan 

aturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh INI dengan 

menjatuhkan sanksi sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka 

penerapan hukum akan terlaksana dengan baik. 

 
E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder sebagai pedoman dasar aturan 

hukum dalam mencapai suatu objek penelitian yang menyangkut 

permasalahan dan satu-satunya jenis penelitian yang dikenal 

dalam ilmu hukum.61 Penelitian yuridis normatif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk menganalisa fungsi majelis pengawas 

 
61 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel,Cet 

4, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021,hal 42. 
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notaris kota Palembang dalam pengawasan atas pelanggaran 

kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media 

elektronik dan menganalisa penjatuhan sanksi yang akan diterima 

oleh notaris atas pelanggaran kode etik. 

Sifat penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

deskriptif, merupakan metode penelitian yang menggambarkan 

peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk 

penjelasan terhadap suatu fenomena atau menjabarkan secara 

intensif yang menyangkut gambaran fakta dan gejala suatu 

penelitian.62 Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yang 

berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris dalam 

mempromosikan diri melalui media elektronik oleh notaris serta 

bagaimana penjatuhan sanksi kepada notaris atas pelanggaran 

kode etik tersebut.  

 
2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan 

prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, 

mulai dari asunsi yang luas hingga detail dalam pengumpulan 

data, analisis, dan interprestasi.63 Pentingnya pendekatan agar 

analisis hukumnya lebih tepat dan fokus untuk menghasilkan 

 
62 Ibid. 
63 Irwansyah,2021, Op.cit, hal 133. 
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argumentasi yang menyeluruh, konstruktif dan sistematis 

mengenai isu yang sedang diteliti.64 Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini sebai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini merupakan penelitian yang 

mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam 

melakukan penelitian.65 Fungsi lain sebagai bahan menelaah 

peraturan perundang-undangan guna untuk menyerasikan 

norma dan hak dari penyimpangan. Pendekatan perundang-

undangan ini dapat gunakan sebagai acuan atau pedoman 

untuk notaris sebagai pejabat umum untuk menaati aturan 

kode etik notaris, serta lebih dapat memahami mengenai 

penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus merupaka agumentasi hukum yang 

dibangun yang objeknya ada secara langsung. Jenis 

pendekatan ini digunakan untuk menumbuhkan kebenaran 

dengan ditelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

hukum.66 Pendekatan kasus ini tentunya sebagai alternatif 

 
64 Peter Mahmud Marzuki,  Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi),Jakarta: Prenada 

Media Group, 2015,  hal 133. 
65 Irwansyah, 2021, Op.Cit, hal 133. 
66 Irwansyah,Op.Cit, hal 138. 
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mencari referensi bagi isu hukum yang dijadikan objek 

penelitian. 

 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui 

kepustakaan atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian ini berupa buku, makalah, artikel dari media 

elektronik dan bahan lainnya sesuai dengan isu. 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data 

kepustakaan yang berisikan hasil penelitian atau menganalisis 

bahan-bahan hukum primer yang berupa literatur atau buku 

pendapat ahli hukum yang tersedia di perpustakaan atau 

pribadi.67 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitiu bahan hukum yang 

berlandaskan atau berpedoman dengan peraturan 

perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Dalam hal peraturan perundangan-undangan 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

 
67 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 

Rajawali Press ,2010, hal.114. 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 

Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Bulgerlijk Wetboek Voor 

Indonesie. 

2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang–

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5952). 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3); 

4) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan 

Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015. 

 
b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

dapat membantu dalam menganalisa penelitian yang 

berkaitan dengan bahan hukum primer berupa jurnal 

ilmiah, makalah, hasil penelitian, artikel penelitian, kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat.68 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum 

penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder yang 

dapat menjadi arah atau acuan untuk mengenalisa suatu 

penelitian, berupa internet, majalah, surat kabar, dan 

lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 

 
68 Ibid, hal 29. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi pustaka (Library Research) meliputi berbagai dokumen 

dan bahan-bahan yang berkaitan dengan isu permasalahan 

yang akan diteliti dengan cara membaca dan menelaah. 

1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan berbagai referensi 

buku yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris 

dalam mempromosikan diri melalui media elektronik oleh 

notaris. 

2) Klasifikasi, yaitu cara untuk memilah data yang telah 

diperoleh yang kemudian akan di klasifakasikan atau di 

kelompokan sesuai dengan bahan hukum 

primer,sekunder, dan tersier. 

3) Sistematis, yaitu mengurutkan sesuai data yang diperoleh 

sesuai kelompok akan menhasilkan data yang rapi dan 

tertata dengan baik. 

 
b. Studi Lapangan 

Penelitian ini dilakukan untuk memperolah data primer 

melalui cara wawancara secara langsung kepada narasumber 

berkaitan dengan isu permasalahan pelanggaran kode etik 

notaris. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kebenaran sesuai 

fakta dilingkungan.  
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5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum 

Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan 

Inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum 

kemudian diklasifikasikan dengan memilah bahan hukum serta 

disusun sistematis dengan mengurutkan bahan-bahan hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

Setelah diterapkan metode penelitian, maka selanjutnya 

data yang telah diperoleh akan dianalisa dan dikelola secara 

kualitatif, yaitu menghubungkan data yang telah diperoleh dan 

dipaparkan dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu 

menjelaskan kejadian yang terjadi secara akurat dan jelas yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata berdasarkan 

yang telah ditelaah saat responden wawancara, tanpa harus 

menggunakan data dalam bentuk angka.69 

 
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penalaran ilmiah merupakan suatu proses atau cara untuk 

menghasilkan suatu pengetahuan. Cara untuk mencapai dasar 

kebenaran dari penalaran yaitu dengan penarikan kesimpulan 

 
69 Ronny Hanitdjo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1994,hal 12. 
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secara valid, hal ini dapat diproses dengan cara tertentu atau 

disebut dengan logika.70 Dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif 

merupakan pernyataan yang bersifat umum yang kemudian 

ditarik kesimpulan bersifat khusus atau individual.71 

 
F. Sistematika Penulisan 

Sistematika merupakan gambaran secara umum dari proposal 

tesis yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi 

dari keseluruhan proposal tesis ini, berikut sistematika penulisan: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, ruang 

lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistemasika penulisan. 

 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustka merupakan hasil kajian teori-teori dan  

konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti. 

 

 

 

 
70 Sudibyo, Liess, dkk, Filsafat Ilmu, Yogyakarta:Deepublish, 2014, hal 99. 
71 Ibid. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Permbahasan dalam bab ini berisika tentang bagaimana 

Bagaimanakah fungsi majelis pegawas wilayah terhadap 

notaris atas pelanggaran kode etik dalam 

mempromosikan diri melalui media elektronik dan 

Bagaimanakah penjatuhan sanksi yang akan diterima oleh 

notaris atas pelanggaran kode etik dalam 

mempromosikan diri melalui media elektronik. 

 
BAB IV : PENUTUP                   

Penutup berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban   

atas permasalahan dalma penelitian ini dan memberikan 

saran atau rekomendasi. 
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